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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Nl

BPK SERAHKAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER Il TAHUN 2021
KEPADA KEMENTERIAN PUPR

Jakarta, Kamis (31 Maret 2022) -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan
dua pemeriksaan kinerja dan satu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada
semester Il tahun 2021 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR). Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan adalah pemeriksaan atas Penyediaan
Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s.d.
Semester | Tahun 2021, serta Pemeriksaan Kinerja atas Pembangunan dan Pengelolaan Jalan
Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(KBLBB) untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 s.d.
Semester 1 2021 pada Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM.

BPK juga melakukan PDTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja pada Program
Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate TA 2020 s.d.
Triwulan 111 2021 pada Kementerian PUPR. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
atas ketiga pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Anggota IV BPK Isma Yatun kepada
Menteri PUPR, M. Basuki Hadi Muljono pada Kamis (31/3).

Isma Yatun menyampaikan beberapa temuan signifikan dari ketiga LHP tersebut. Pada
pemeriksaan Kinerja atas penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik
berbasis masyarakat, BPK menemukan permasalahan diantaranya ketidaklengkapan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pada kegiatan tersebut, perencanaan belum
sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai, dan terdapat Pemda yang
belum merealisasikan komitmen sharing dana atau kontribusi terhadap program Pamsimas
pada 204 desa serta terdapat 324 Pemerintah Desa  yang belum merealisasikan
kontribusinya.

Pada pemeriksaan kinerja atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan
penyediaan infrastruktur KBLBB untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan,
BPK antara lain mengungkapkan permasalahan pembangunan jalan tol lingkar luar pada
pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras dan terintegrasi serta Pemerintah belum
pernah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi jalan tol lingkar luar Jakarta
terhadap pengurangan beban lalu lintas di dalam kota.

Sedangkan pada PDTT Kepatuhan belanja atas program Food Estate pada Kementerian
PUPR, BPK mengungkapkan permasalahan adanya kesalahan perhitungan volume dan
progress pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan kebutuhan alat dan
bahan dalam Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dengan kondisi sesungguhnya.
Permasalahan lain adalah belum optimalnya koordinasi Kementerian PUPR dengan
Kementerian Pertanian dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan Food Estate pada
kegiatan Program Food Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan
Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Isma Yatun berharap agar Menteri PUPR beserta jajarannya
segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
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